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ABSTRAK 

 

Keamanan sistem Teknologi Informasi dan Elektronik dalam sebuah 

negara, merupakan hal yang paling utama untuk menjalankan prinsip kedaulatan 

negara. Dalam menjalankan penyelenggaraan negara dibutuhkan organ/alat negara 

“Pemerintah”. Yang mana ada 4 (empat) Lembaga Negara yang terkait dengan 

keamanan siber yakni BSSN, MENKOMINFO, POLRI dan BIN. Adanya kejahatan 

siber pada kasus Hacker Bjorka menjadi pertanyaan bahwa sejauh mana tanggung 

jawab negara dan lembaga negara yang terkait. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk memaparkan bagaimana tanggung jawab negara dalam 

memberikan upaya perlindungan hukum kepada masyarakat dan bagaimana 

tanggung jawab lembaga negara sebagai organ/alat negara dalam menangani kasus 

Hacker Bjorka ini. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif 

(Legal Research) atau penelitian hukum Doktrinal. Adapun pendekatan yang 

dilakukan adalah pendekatan Statute Approach (Pendekatan Undang-Undang) dan 

Conseptual Approach (Pendekatan Konseptual). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, tumpang tindih kewenangan 

penanganan Hacker terjadi karena Undang-Undang yang ada masih bersifat 

sektoral, terpecah-pecah sehingga belum mengatur secara jelas, perlu dilakukan 

revisi perbaikan menjadi satu wadah aturan yang mencakup secara keseluruhan, 

agar memperoleh kepastian hukum dalam penanganan Hacker. Penataan lembaga 

negara dalam keamanan siber masih terdapat inkonsistensi terhadap penataan 

kelembagaan, seharusnya BSSN, MENKOMINFO dan BIN dibentuk dengan dasar 

pembentukan Undang-Undang dan lembaganya berbentuk Komisi. Dilakukan 

peleburan terhadap lembaga negara yang memiliki tugas sama yaitu BSSN dan 

MENKOMINFO menjadi Komisi Siber, Komunikasi dan Informatika 

(KOMSIKOMINFO) 

 

Kata Kunci : TanggungJawab Negara – Keamanan Siber  – Hacker Bjorka. 
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ABSTRACT 

 

The security of information technology and electronic systems within a 

country, is the most important thing in carrying out the principle of state 

sovereignty. In carrying out the administration of the state, organs/tools of the state 

“government” are needed. Of which there are 4 (four) state institutions related to 

cyber security namely BSSN, MENKOMINFO, POLRI, and BIN. The existence of 

cyber crimes in the Bjorka Hackers case is a question of how far the responsibility 

of the state and state institutions is concerned. Therefore, this research was 

canducted to explain how the state’s responsibility is in providing legal protection 

efforts to the community and what are the responsibilities of state institutions as 

state organs/tools in dealing with the Bjorka Hackers case. 

The research method used is normative legal research or doctrinal legal 

research. As for the approach and the conceptual approach. 

The results of study indicate that, overlapping authorities for handling 

Hacker occurs because existing laws are still sectoral in nature, fragmented so that 

it has not been clearly regulated, it is necessary to revise the improvement into one 

container of rules that covers the whole, in order to obtain legal certainty in 

handling Hacker. The arrangement of state institutions in cyber security still has 

inconsistencies with institutional arrangements, the BSSN, MENKOMINFO and 

BIN should be formed on the legal basis of establishing a law and their institutions 

are in the form of a commission. The smelting of state institutions that have the 

same duites, namely BSSN and the Minister of Communication and Informatics to 

become the Cyber, Communication and Informatics Commission. 

(KOMSIKOMINFO). 

  

Keywords : State Responsibility - Cyeber Security – Bjorka Hacker. 
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